GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 561/39 TAHUN 2021
TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA

Menimbang

Mengingat

DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

.bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh

penghasilan yang dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan perundang undangan;

.bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota
dan diumumkan paling lambat tanggal 30 November
tahun berjalan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah
Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6648);

5.Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/13
Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan
dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa
Tengah Masa Bhakti Tahun 2019-2021 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/31 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 560/13 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti
Tahun 2019-2021;

1. Rekomendasi Bupati/Walikota Se Jawa Tengah tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

2. Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal
26 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022,
yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Gubernur ini.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah
tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan
yang bersangkutan.

Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari
ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan
besarnya upah yang telah diberikan.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU.

Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenai
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa
kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjanya lebih
rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.






